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Korupsi seringkali beraval dari kebiasaan yang tidsk dissdari
cheh Pegawal Megerd dan Pejabat Peryelenggara Megars, misal
perserimaan hadiah cleh Pejabat dan Keluarganya dalam suatu
acara pribadl, atau menerima pemberan tertentu sepertl diskan
vang Tdak wealar ataud fasilitas perjalanar.

Hal sermacarm nd lama kelamasan akan menjad keblasaan yang
cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan

cleh Pegawal Meger] atau Pejabat Pervelerngogara Megara vang
beriarckutan, Banyak orang berplklr dan berpendapat batnea
pemberian itu sekedar tanda terima kasin dan sah-sah saja. Ma
i perlu dissdard, babwvea pemberian tersebiut selalu terkalt
clencan jabatan yvang dipangk cleh pererimae serta kemungkin
an ardarya kepeatingan-kepentingan dari pemberi, dan pada
saatryva Pejabat penerima akan berbuat sesdatu untuk kepen-
tirgan pemberi sebagai balas jasa.

Karena ulah UL mengatur tentang Gratifikasi vaity pemberian
clalam arti kias kepada Pegmuai Megeri atau Pejabat Peryelenogos

ra Megara,

fueda balkrva kita ketahd dengan benar, apa safa yang termaiuk
clalam katagori kerupsi, agae kita Bisa mudai memperbaiki sikap
dlam pierilaku kita dalam rangka memberantas Korpsi, Kolosi
dan Mepatiime di negerl tercinta ini.

——

I Dasar hukum:

m Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999
yo UU No. 20/2001, berbunyi:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau peryelenggara
regara dlanggap suap, apabila berhubungan dengan jabatan-
reya dan vang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

m Pasal 12C ayat (1) UU No. 31/1999
yo UL No. 2072001, berbunyi:

Eetentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 128 fayvat (1) -
clake berlaku, jlka penerima melaporkan gratifilkash yang diterl-
marya kepaca KPK

Pengertian

Menurut UL Mo, 3107998 yo UL No, 2002(HH Bab Penjelasan,
Pasal 126 ayvat (1), gratifikasi sdalzh:

Permberian dalam artl luas, yaknl me liputi pemberian
uang barang, rabat {diskon), komisi, pinfaman tanpa
bnga, tiket perjalanan, fasilites penginapan, perjalan-
an wilsata, pengobatan aemacama dan fasilitas lalhenya



